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BUPAn LEBONG 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR g$ TAHON 2014 

TEl'ITANG 

TA.MBA.HAN PENGHASILA!f BERDASARKAN ICELANGKAAN PROFESI 
DILINGKU.NGAJ!I RUMAB SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEII LEBONG TAHt11'12014 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUBAII YANG MAHA ESA 
BUPATILEBONG 

a., bahwa. berdasarkan Pasal a9 Peraruran Menteri Dalani 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pedoman 
Pengelolann Keuangan Daerab menyatakan bahwa 
Pcmerintah Daerah dapaL memberikan tambaban 
penghasilan kepada Pegawai Neged Sipil berdasarkan 
beban kerja; 

b. bahwa Tambahan Penghasilan Berda.sarkan 
Kelangkaan Profesi dlberikan dalam rangka 
peningkatan pelayanan spesialistik kepada masya.rakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
ditetapl<an dcngan Peraturan. Bupatl 

1. Undang - Undang Nomor 17 Tabun 2003 l.eotang 
Kcuanga:n Negru-a (Lembaran Negara Republik. Indonesia. 
2003 Nomor 47, Tombahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang - Undan,g Nomor 39 Tahun :1003 tenUUJg 
Pembencukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiaog di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1-54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 ); 

3. Undang - Undang Nomor L Tahun 2004 tenuing 
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355 ); 



4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamb8han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), 
~bagaime;na 1.clab beberapa kali ciiubah, terakhir 
dengrut Undang - Undang l'lomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah ( 
Lembaran Negaro Republik lhdonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembarap Negara Republik 
Indonesia .Nomor 4844}; 

5. Unda.ng - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 N omor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahu 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 50631; 

7. Undang - Ondang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sa.kit l Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Cndonesia Nomor 5072 ); 

8 . U ndang - Un dang Nomor 12 Tahun 2011 tcntal'lg 
Pembenrukan Peraturan Perundang - Undangan ( 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 J; 

9. Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahu11 2005 terll.ang 
Pengelolaan Kcuangan Sadan Layanan Umum ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembarao Nega(a Republik 
Indonesia Nomor 4502 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pcngelolaan Keuangan Keuangan Daerah ( Lembaran 
Negara R:epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
TlllJlbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578 ); 

I I. Peraturan Menteri Dalam Nt:g;eri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah 
sebagaimana tclah diubah dcngan Peraturan M"entcri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tcnlang 
Perubahan Atas Pe.raru.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Ta.bun 2006 tentang. Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

l2. Peraturan Me11tcri Dalam Negcri Nomor 53 Tahun 20 I 1 
ten1.ang ?embenrukan Produk. Hukum Daerah; 



Menetapkan 

13. Peraturan Daerah Kabupatm Lcbong Nomor I Tahun 
2008 tentang Peoataan Organisasi Penmgl<al Daerah 
Kabupatcn Lebong, sebagaimana. telah diubab dengan 
Peratura.n Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 'Tahun 
2012 tenttmg Perubahan Alas Peraturan Daerah 
Kabupatco 1,ebong Nomor ) Tahum 2008 te,unng 
Penataan Organisasi Pera.ngl<at Daerah KabupaLen 
Lebong; 

14. Peraturan 8upati Lebong Nomor 35 Tahun 2013 
\entang Standar 8iaya Umum Kabupaten Lebong Tahun 
Anggaran 2014; 

MEMVTUSKAN : 

PERATURAJf BUPATJ TENT.ANG TAMBAHAN 
PENGBASILAN BERDASARKAl!I KELANOKA.All PROFESI 
DI UNOKUNGAII R'OMAH SAKIT OMUM DAERAH 
KABUPATEN LEBONG 

BABJ 
KE1'ENTUAN UMU1II 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang d.imaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 

2. Pemerintab Daerab acta·lah Pemerintah Kabupaten Lebong. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lcbong. 

4. Rumah $akit Umum Daerah yang selanjumya dimaksud RSUO 

Kab upaten Lebong adalah Rumah Sakit Umum Oaerah Kabupaten 

Lebong. 

5. Do kter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam bidang 

ilmu kedokteran tertcntu. 

6. Kc!angkaan Profesi adalah pe)<erjaan yang tidak (i iroiliki oleh setiap 

orang. 

7. Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatao atau sera.ngkaian kegiatan 

pengobatan yang ditujukan untuk pe:nyembuhao penyakit atau 

pe.ngenda!ian kecacatan agar kuallta.s penderita dapat terjaga o;eoptimal 

mungkin. 

8. Ta.rnbahan penghasilan kelangl<aan profesi adalah biaya yang timbul 

sebagai jasa/ honorarium doktct speaialis dalam memberikan pclayru1an 

kesehatan kepada masy9.J'al<at di Rwnab Sakit Umwn Kabupatcn 

Lebong. 



BABU 
MAKSUD DAN T'OJUAN 1'.4MB.\BAN PENGBASILAl'I 

BERDASARKAN KELANGKA.AN' PROFESI 

Pasal 2 

TambahM Pengbasilan berdasarkM Kelangkaan Profesi dimaksudkan untuk 

menlngkatkan pelayan,an kesehatan masyarnkal dl RSUD Kabupatcn Lebong. 

PaaaJ3 

Tambahan penghasilan benlasarkan Kelangkaan Profesi bcrmjuan untul< 

memberikan jasa / honoraJ!'ium dokter spesialis dalam rangka memenuhi 

pelayanan spesialislik kepada masyara.kat dilingkungan RSUD l<abupaten 

l.,ebong. 

BABfil 
RUANG UIIGKUP TAMBABAN PENGHASILAN 

BERDASARKA!f KELANGKAAN PROFESl 

Pasal4 

Tambahan penghasilan berdasarkan Kelaagkaan Profesi diberikan 

Pemerint:ah Daerah k,epada Dokler $_pcsiafu; yang bekerja / memberikan 

pclayanan spesialistik di RSUO Kabupaten Lebong. 

BABIV 
KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAII PEMBAYARAN TAMBAHAII 

PENGHASILAN BERDASARKAII KELAIIGKAAII PROFESI 

Pual5 

( I ) Krlteria Pcmberian Lall'lhahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan 

Profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diberikan kepada , 

a.. D!)kter Spesialis yang ditugaskan berdasarkan Pcrjanjian 

Kerjasama antara Dokter Spesialis dengan Pejabat RSUO 

Kabupaten l..ebong. 

b, Doki;er Spesialis harus mengisi (laftar hadir setiap kali kunjungao. 

( 2 ) Daflar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf b harus 

diketahui oleh Direktur RSlJD Kabupaten Lebong. 

Pasal 6 

Pcmbayaran tambahan penghasllan berda:sarkan Kelangkaan Profesi 

c!Iba)'llr'kan sctiap kali kunjungan. 



-

BABY 

BESARAX TAllBAHAK PEJIOHASILAII BERD&SAR.KA.11 KEJ A•OKAAII 

PROFl:81 

hu1 7 

Besaran pemberion tambalran penghasilan berdasarkan Kelangluwl Prorcsi 

adalah sc,bagai bcrikut : 

~ o I Dokter ~pe~~~.:pe- •lal_l• ___ .___ =-~-6.-000--_c:,_u_,.-:-:-::-~-un_gan_ ] 

l I ----
BABVI 
SANKS! 

hu18 

Tambohan penghasilan 11dak dil)uyarklln apabila pctugi,.s yang bersangkutan 

tldak mclnksanakan tuga• sesu111 dcngan tugos pokok dnn fungslnya. 

BABVI 
PEJl1JTUP 

Pall&l9 

Pemturan Supati ,ni mula, bcrlaku sc,jak September 2014 

Agar setiap orang mcngetah umya, memcrintahl<an pengundangan Peraturan 

Bupat.J in, dengan pencmpatannya dalam Serita Oaerab Kabupatco Lebong 

D1undangka,n di Tube, 

pada 1anggal 

Ditetapkan di Tubei 

pada tanggal ~ - "1 N 2014 

A,, BUPA'l'l LEBONG Ii/-

~ - ¾1 

2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONO, 

llfRWAN EFFENDI, SE, M.Si 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TA!-IUN 2014 NOMOR .. . , ... . 


